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ABSTRAK
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi
Jual Beli Online (E-Commerce) Menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
NAMA : Muhammad Hafiz
NIM : 02011181419058
Skripsi ini dilatarbelakangi oleh masih banyak nya terjadi kasus
pelangaran-pelanggaran hak konsumen oleh para pelaku usaha dalam transaksi jual beli
secara online (e-commerce),padahal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen dengan jelas telah mengatur mengenai masing-masing
hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha Penelitian ini bersifat normatif. Hasil
dari penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur
oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu
dengan melindungi hak-hak dari konsumen agar tidak dilanggar oleh pelaku usaha dalam
melakukan transaksi juak beli secara online (e-commerce). Perlindungan terhadap
hak-hak konsumen tersebut bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian terhadap
konsumen dalam transaksi jual beli online (e-commerce). Apabila konsumen mengalami
kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha,merupakan kewajiban pelaku usaha untuk
memberikan tanggung jawab dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen dalam
bentuk pengembalian uang,pengembalian barang,perawatan kesehatan, dan pemberian
santunan. Konsumen juga diharapkan dapat lebih bijak dan berhati-hati dalam
melakukan transaksi jual beli secara online (e-commerce) agar terhindar dari pelanggaran

hak-haknya sehingga tidak mengalami kerugian.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Jual Beli Online
(E-Commerce), E-Commerce
Mengetahui,
Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,
— %
Arfianna Novera S.H.,M.Hum. Sri Handayani S.H.,M.Hum.
NIP 195711031988032001 NIP 197002071996032002
Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata
Sri Tumhm@;jv
NIP 196511011992032001
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa dilepaskan dari transaksi
jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Baik itu jual beli
sandang, pangan, maupun papan. Pada umumnya, transaksi jual beli dilakukan di
suatu tempat tertentu oleh pihak penjual dan pihak pembeli sehingga pengalihan
hak milik dan penyerahan (levering) dari objek yang diperjualbelikan tersebut
dilakukan secara langsung.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Jual Beli adalah suatu persetujuan dimana
suatu pihak mengikatkan diri untuk wajib meyerahkan suatu barang dan pihak
lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua. '

Pengertian jual beli menurut KUHPerdata Pasal 1457 adalah “suatu
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah
dijanjikan.”

Dalam Pasal 1458 KUHPerdata, jual beli itu dianggap telah terjadi antara

kedua belah pihak seketika setelahnya pihak-pihak ini telah mencapai kata

1 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Khusus,
Sumur,Bandung, 1997, hlm., 17

13
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sepakat (consensus) tentang benda tersebut dan harganya meskipun benda
tersebut belum diserahkan maupun harga nya belum dibayar. Tujuan
dilakukannya suatu proses jual beli adalah untuk mengalihkan hak milik atas
kebendaan yang dijual.

Membahas mengenai transaksi jual beli,tidak terlepas dari konsep perjanjian
secara mendasar.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah sebagai suatu
perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, adalam mana suatu
pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak
melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. 2

Sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan
bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang
mengatur tentang perjanjian terdapat dalam buku III KUHPerdata yang memiliki
sifat terbuka yang artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan.

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu
perjanjian, yakni, Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan
dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga,

Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal.’

2 Wirjono Prodjodikoro, Azaz-azaz Hukum Perjanjian, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hilm.4
3 Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (ditinjau dari KUHPerdata), diakses pada 9 April
2018, http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840
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Dalam syarat sah perjanjian ini terbagi menjadi dua sifat yaitu subjektif dan
objektif. Ada nya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya dan
kecapakan para pihak untuk membuat suatu perikatan merupakan syarat yag
bersifat subjektif sehingga apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi
maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan,namun apabila tidak
dimintakan pembatalan oleh para pihak berarti perjanjian tersebut masih tetap
berlaku. Lalu, suatu hal tertentu dan suatu sebab (causa) yang halal merupakan
syarat yang bersifat objektif sehingga apabila salah satu syarat tersebut tidak
terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian tersebut
tidak pernah dianggap ada sejak dibuatnya perjanjian tersebut. *

Seiring perkembangan zaman dan teknologi di dunia, khususnya di
Indonesia. Pola transaksi jual beli ikut mengalami perkembangan, di zaman
sekarang transaksi jual beli tidak lagi mengharuskan untuk dilakukan secara
langsung (konvensional) tetapi juga dapat dilakukan secara online atau melalui
transaksi elektronik.

Pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan transaksi elektronik adalah
perbuatan hukum yang dilakukan dengen menggunakan komputer, jaringan

komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

4 Ibid.
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Karena berkembangnya pola jual beli dengan transaksi elektonik ini lah
yang menjadi salah satu faktor semakin berkembangnya situs-situs jual beli
online dan toko-toko online di Indonesia.

Perkembangan toko online di Indonesia baru mulai populer di tahun 2006.
pada akhir tahun 2008 jumlah toko online di Indonesia meningkat puluhan
bahkan hingga ratusan persen dari tahun sebelumnya. Faktor pendukungnya
adalah semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia,yang tadinya hanya
sekitar 2.000.000 orang pada tahun 2000 menjadi 25.000.000 pengguna pada
tahun 2008. (internetworldstat.com ,data hingga juni 2008). °

Faktor kedua yang menyebabkan hal tersebut, karena semakin mudah dan
murahnya koneksi internet Indonesia, ketiga semakin banyak pendidikan dan
pelatihan pembuatan toko online dengan harga sangat terjangkau.

Perkembangan online shopping atau belanja online kini semakin ramai
dengan berbagai jenis produk mulai dari fashion, makanan, keperluan rumah
tangga, sampai gadget dll. Saat ini diperkirakan jumlah toko online di indonesia
telah berjumlah ratusan.®

Salah satu situs jual beli online yang ada di Indonesia adalah Lazada
Indonesia. Lazada diluncurkan pada bulan Maret 2012 dan berkembang pesat
hingga saat ini. Lazada Indonesia merupakan salah satu bagian dari jaringan

retail online Lazada Group yang beroperasi di enam negara di Asia Tenggara,

5 Doni Nurdiansyah, Sejarah Lahirnya Toko Online, diakses pada 9 April 2018,

https://www.serupedia.com/2017/04/sejarah-lahirnya-toko-online.html
6 Ibid.
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yang terdiri dari Lazada Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Thailand,Lazada
Vietnam, Lazada Singapore, dan Lazada Filipina dengan total pengguna 550 juta
pengguna dari total keseluruhan enam negara tersebut. ’

Lazada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jual beli
Online dan ritel e-commerce, hasil pengembangan dari perusahaan inkubator
teknologi internet asal Jerman yaitu Rocket Internet. Rocket Internet juga telah
sukses menciptakan berbagai perusahaan-perusahaan yang inovatif dan kreatif di
berbagai belahan dunia yang berkantor pusat di Berlin, Jerman. Proyek yang
dimiliki Rocket Internet lainnya di Indonesia antara lain Zalora, Foodpanda,
Traveloka. Pada tahap awal pengembangannya Rocket Internet banyak
membantu  mulai dari  merekrut tenaga ahli,menyuntikkan dana,dan
mengimplementasikan platform teknologinya. Namun setelah Lazada mampu
berkembang secara mandiri, Rocket Internet tidak lagi banyak terlibat dalam
kegiatan operasionalnya. Pada saat ini Rocket Internet lebih berperan dari segi
investasi dan pendanaannya. Selain Rocket Internet, Lazada juga mendapatkan
suntikan dana dari beberapa investor besar seperti ; JP Morgan, Tesco, Temasek
Holdings, Summit Partners, Investment AB Kinnevik, Access Industries, dan

Verlinvest dengan total pendanaan sekitar $ 520 milyar. ®

7 Azmi, Ulil. “Profil Perusahaan Lazada Indonesia”. diakses pada 6 Februari 2018.
hhtps://www.google.com.hk/amp/s/amp.kaskus.co.id/thread/565f31b35a5163132e8b4567/profil-
perusahaan-lazada-indonesia.

8 Ibid



18

Namun, dengan berkembangnya situs-situs dan toko-toko online, serta
berubahnya pola transaksi jual beli di indonesia, menimbulkan suatu masalah
baru yaitu adanya para konsumen yang hak-haknya dilanggar oleh para pelaku
usaha dalam transaksi jual beli online (e-commerce).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen pada Pasal 1 butir 2 mendefinisikan konsumen adalah setiap orang
pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangkan.

Dan pada Pasal 1 butir 3 mendefinisikan pelaku usaha adalah setiap orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun
bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-
sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.

Lalu, pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan
hak-hak konsumen, yaitu :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa;
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b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang

dan/atau jasa tersebut sesuai degan nilai tukar dan kondisi serta jaminan

yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif;,

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian,

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian

atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

lainnya.

Kasus terjadinya pelanggaran hak konsumen dialami oleh seorang
konsumen yang menceritakan pengalaman buruknya berbelanja di situs Lazada
Indonesia. Konsumen ini menceritakan pengalamannya tersebut di forum Kaskus

dengan Username ID : Balmung9. Konsumen ini berdomisili di Jakarta Barat.
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Pada tanggal 2 Februari 2015 dia memesan sebuah earphone dari Lazada
Indonesia dari seller dengan nama id iCuans karena rating seller tersebut cukup
tinggi sehingga membuat konsumen Balmung9 ini percaya untuk membeli
barang dari seller iCuans. Pada tanggal 4 februari, update dari Lazada Indonesia
mengatakan bahwa barang pesanan konsumen Balmung9 telah dikirim oleh
seller lewat ekspedisi JNE. Setelah berselang satu hari,konsumen Balmung9
mengecek nomor resi barang pesanannya di website resmi JNE. Namun data
barangnya tidak ditemukan. Setelah satu minggu,barang pesanan konsumen
Balmung9 tak kunjung juga datang yang seharusnya barang tersebut sampai
hanya dalam waktu beberapa hari saja. Konsumen Balmung9 pun mulai
menghubungi Lazada lewat livechat, telefon, dan email untuk meminta agar
pihak Lazada mengecek kembali status barang pesanannya tersebut. Namun
tidak kunjung mendapatkan konfirmasi dari pihak Lazada Indonesia. Setelah
beberapa minggu lewat,barang pesanan konsumen Balmung9 tetap tidak kunjung
datang,sehingga konsumen Balmung9 kembali menghubungi pihak Lazada
Indonesia untuk meminta kontak seller iCuans tersebut. Tetapi dari pihak Lazada
Indoneisa mengatakan bahwa mereka tidak memiliki data seller tersebut.
Akhirnya pada tanggal 24 Februari, konsumen Balmung9 meminta refund
kepada pihak Lazada Indonesia atas barang pesanannya yang tidak datang sama

sekali.’

9 Balmung9. “Kasus Penipuan Lazada oleh Seller dengan Id ICuans”. diakses pada 6 Februari
2018.https://m.kaskus.co.id/thread/54ec6b30128b4622088b4561/kasus-penipuan-lazada-oleh-seller-
dengan-id--icuans/1.
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Lalu kasus pelanggaran hak konsumen dalam transaksi jual beli online
lainnya dialami oleh konsumen bernama Danis Darusman. Danis mendapatkan
sabun setelah sebelumnya memesan Iphone 6 Plus melalui situs Lazada. Di akun
Twitternya, (@danisdarusman , Danis menuliskan adanya kesalahan dalam
pengiriman barang yang dipesannya di situs belanja tersebut. Awalnya,Danis
berniat membeli Iphone 6 Plus. Namun alangkah kagetnya dia saat barang yang
diterima merupakan sabun batangan. “Beli iphone 6+ nyampenya sabun nuvo!
Hanya di @LazadalD BURUAN GUYS!!! Buruan bangkrut maksudnya lo,”
tulis Danis, Senin (29/6/2015).

Tak hanya via Twitter, untuk membuktikan kebenaran keluhannya, Danis
pun memposting video unboxing kotak kemasan Iphone 6 Plus dari Lazada yang
berisi sabun batangan.

Tidak lama kemudian, pihak situs belanja online Lazada langsung
mengklarifikasi pesanan Danis dan telah menghubunginya. “Saat ini kita dalam
investigasi orderan beliau. Setelah kita tahu lebih lanjut kejadiannya, kita akan
konfirmasi lebih lanjut dengan beliau,” kata PR Manager, Tania Amalia seperti
dilansir Liputan6. Dengan kondisi yang sekarang, Tania menegaskan masalah ini
akan segera diselesaikan dan pihaknya sejauh ini masih dalam proses

penyelidikan.'

malah- dapat sabun 619862 (diakses pada 6 Februan 2018)


https://m.solopos.com/2015/07/01/dugaan-penipuan-online-beli-iphone-di-lazada-pria-ini-malah-dapat-sabun-619862.
https://m.solopos.com/2015/07/01/dugaan-penipuan-online-beli-iphone-di-lazada-pria-ini-malah-dapat-sabun-619862.
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Berdasarkan dua kasus diatas, kita dapat melihat bahwa pada dasarnya,
posisi/kedudukan konsumen lebih lemah daripada pelaku usaha yang seringkali
menjadi penyebab dilanggarnya hak-hak konsumen oleh pelaku usaha. Dalam
Abdul Halim Barkatullah, David Oughton dan Jhon Lowry memberikan
pendapat bahwa posisi konsumen yang lemah ini dapat didasarkan pada
beberapa argumentasi yaitu: '

1. Dalam masyaratakat modern, pelaku usaha menawarkan berbagai jenis
produk baru hasil kemajuan teknologi dan manajemen. Barang-barang
tersebut diproduksi secara massal.

2. Terdapat perubahan-perubahan mendasar dalam pasar konsumen, dimana
konsumen sering tidak memiliki posisi tawar untuk melakukan evaluasi
yang memadai terhadap produksi barang dan/atau jasa yang diterimanya.
Konsumen hampir-hampir tidak dapat diharapkan memahami
sepenuhnya penggunaan produk-produk canggih yang tersedia.

3. Metode periklanan modern melakukan disinformasi kepada konsumen
dari pada memberikan informasi secara objektif.

4. Pada dasarnya konsumen berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang,
karena kesulitan-kesulitan dalam memperoleh informasi yang memadai.

5. Gagasan paternalism melatar belakangi lahirnya undang-undang
perlindungan konsumen hukum bagi konsumen, dimana terdapat rasa
tidak percaya terhadap kemampuan konsumen melindungi diri sendiri
akibat risiko keuangan yang dapat diperkirakan atau risiko kerugian
fisik.

Apabila kasus-kasus pelanggaran hak-hak konsumen ini tetap terjadi, dapat

mengganggu perkembangan pola transaksi jual beli online di indonesia dan

11 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Bandung, Nusa Media, 2010, him.9.
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menimbulkan kekhawatiran konsumen untuk berbelanja secara online atau
melalui transaksi elektronik. Oleh sebab itu, konsumen membutuhkan
perlindungan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam melakukan
transaksi jual beli secara online sehingga tidak merugikan pihak konsumen.
Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengadakan penelitian yang
berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN.”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian pada latar belakang di atas,dapat ditarik beberapa
permasalahan yaitu:
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual
beli online (e-commerce) di situs jual beli online resmi menurut Undang-
Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila
mengalami kerugian dalam transaksi jual beli online (e-commerce) ?
C. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian dalan penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin
dicapai,demikian halnya dalam penulisan skripsi ini,dan tujuan dalam penulisan

skripsi ini adalah untuk :
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1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam
transaksi Jual Beli Online (e-commerce) di situs jual beli online resmi
menurut Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
Konsumen.

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen untuk
penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli online (e-commerce)

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis dapat menambah sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang
hukum perdata. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan
gambaran secara jelas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap
konsumen dalam transaksi Jual Beli Online (e-commerce).

2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan
yang diteliti dalam hal ini permasalahan yang dihadapi para konsumen
transaksi Jual Beli Online dan sebagai masukan bagi pemerintah untuk
menyelesaikan permasalahan ini baik melalui pengadilan maupun lembaga

diluar pengadilan.

E. Ruang Lingkup Penelitian
Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas dalam
skripsi ini dan sesuai dengan judul penulisan yaitu perlindungan hukum terhadap

konsumen dalam transaksi jual beli online (e-commerce) menurut Undang-
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Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka penulis

membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menjelaskan tentang perlindungan

terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online (e-commerce).

F. Kerangka Teori
1. Teori Perlindungan Hukum
Teori perlindungan hukum terdiri dari teori preventif dan teori represif.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi
rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.
Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya
sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam
pengambilan keputusan berdasarkan diskresi,dan perlindungan yang represif
bertujuan  untuk  menyelesaikan  terjadinya  sengketa  termasuk
penanganannya di lembaga peradilan. '
Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal,yakni :

1. Perlindungan hukum preventif,yakni bentuk perlindungan hukum
dimana kepala rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan
atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk
yang definitif.

2. Perlindungan hukum represif,yakni bentuk perlindungan hukum

dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

12 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina
[Imu,1987. Hlm.29.
13 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm.41.
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Di dalam penelitian yang penulis buat sehubungan dengan perlindungan
hukum preventif para konsumen jual beli online dapat mengajukan pendapat
atas penyalahgunaan haknya, untuk selanjutnya agar pemerintah dapat
mendeteksi terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen melalui transaksi jual
beli secara online di tengah masyarakat. Hal ini ditujukan agar para
konsumen jual beli online yang hak-nya dilanggar dapat segera mengajukan
keberatan.

Sedangkan untuk perlindungan hukum represif ditujukan kepada para
konsumen yang melakukan transaksi jual beli secara online untuk dapat
melaporkan kasus terjadinya pelanggaran hak-hak nya kepada pihak
berwajib untuk diberikan kemudahan agar proses yang di hadapi tidak
berbelit-belit,secara mudah,dan dengan biaya yang murah.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori ini dikemukakan oleh Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, kedua
ahli ini mengemukakan sebuah teori strategi penyelesaian sengketa/konflik.
Ada lima strategi dalam menyelesaikan sengketa/konflik yaitu : **

1. Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu model yang
lebih disukai oleh salah satu pihak dan pihak lainnya;

2. Yielding (mengalah), yaitu menurut aspirasi sendiri;

3. Problem Selving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang
memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Adapun dengan cara:

14 Salim HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, cetakan I, 2010, hlm 95.
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a. Diluar pengadilan (non-litigasi) seperti :
Perdamaian secara Kekeluargaan, Perundingan, Mediasi,
Arbitrase;
b. Peradilan (adjudication) atau litigasi
4. With Drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi
konflik;
5. Inaction (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah dengan studi pustaka
yang menggunakan jenis yuridis normatif. Penelitian dengan yuridis
normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya

dengan permasalahan. °

2. Pendekatan Penelitian
Dalam penulisan ini terdapat beberapa pendekatan merupakan
pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) yaitu penelitian
terhadap produk-produk hukum,yaitu dengan menggunakan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.8§ Tahun 1999 tentang

15 Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jarimetri, Jakarta, Cet IV, Ghalia
Indonesia, 1990, him. 11.
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Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah undang-
undang maupun regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.
16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
Dalam rangka penulisan skripsi ini,penulis melakukan penelitian
kepustakaan (/ibrary research). Dalam hal ini penulis meneliti data sekunder
sebagai data pokok. Dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang
terdiri dari:
a. Bahan hukum primer , yaitu bahan-bahan yang bersifat normatif yang
digunakan untuk mengkaji persoalan hukum mengenai Perlindungan
Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online (e-
commerce) menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Pelindungan Konsumen, bahan hukum ini berupa :
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
No. 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.
3821

16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
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4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 No. 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4843

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 45
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5512

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer yang
meliputi Literatur, hasil penelitian karya ilmiah,artikel dan hasil
seminar dan pertemuan ilmiah lainnya serta ketentuan-ketentuan
lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek
kajian penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang
memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan  sekunder, bahan  hukum ini = meliputi  kamus
hukum,ensiklopedia,majalah,koran, dan jurnal ilmiah yang akan
relevan dengen penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
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Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara
membaca dan mencermati buku- buku yang berkaitan dengan permasalahan
dan memperajari literatur-literatur lainnya yang kemudian berdasarkan studi
pustaka tersebut selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai
dengan masing-masing pokok dan materi bahasannya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data
yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian dikaitkan dengan
penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa,
kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab
permasalahan yang ada.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan data yang diperoleh dari penelitian baik
primer maupun sekunder dihubungkan secara sistematis guna menjawab
permasalahan dalam skripsi ini. Sementara, kesimpulan guna menjawab
permasalahan yang diteliti dilakukan metode induktif. Metode induktif
digunakan untuk penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata

menjadi kesimpulan umum.
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